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Kepastian hukum dalam setiap peralihan tanah sebagai akibat dari transaksi jual beli hak atas tanah
sangatlah penting. Oleh karenaitu, Undang-Undang Pokok Agraria mewajibkan untuk melakukan
pendaftaran peralihan hak karenajual beli tersebut. Pada prakteknya, di Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten
Rejang Lebong terdapat praktek jual beli tanah yang belum bersertipikat. Tanah yang belum bersertipikat
adalah tanah yang sama sekali belum pernah didaftarkan di kantor pertanahan. Praktek jual beli tersebut
banyak dilakukan dihadapan kepala desa bersifat tunai, nyata dan terang. Tesis ini membahas bagaimana
proses pencatatan kepemilikan hak atas tanah berdasarkan Surat K eterangan Kepala Desa serta kekuatan
hukum terhadap surat keterangan tanah tersebut jika dibandingkan denga akta yang dikeluarkan PPAT.
Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini
bersifat preskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses pencatatan kepemilikan hak atas tanah pada Desa
Kampung Melayu terbilang mudah yaitu dengan menghadapnya para pihak kepada kantor desa beserta
saksi-saksi lalu kemudian dilakukan pengukuran batas- batas tanah oleh kepala dusun, baru kemudian
kemudian kepala Desa mengeluarkan Surat K eterangan Pemindahan Hak. Kedudukan surat jual beli di
bawah tangan itu sepanjang menurut Kepala Kantor Pertanahan adalah benar dan dapat dipertanggung
jawabkan kebenarannya, makaia dapat dijadikan dasar untuk melakukan pendaftaran tanah pertamakali dan
pastinya harus dilengkapi dokumen pendukung lainnya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan
KBPN Nomor 1 Tahun 2010.

...... Legal certainty in any transfer of land as aresult of buying and selling transactions of land rightsis very
important. Therefore, the Basic Agrarian Law obliges to register the transfer of rights due to such sale and
purchase. In practice, in Bermani Ulu District, Regjang Lebong Regency, there is a practice of buying and
selling land that has not been certified. Land that has not been certified island that has never been registered
at the land office. The practice of buying and selling is mostly carried out in front of the village head in cash,
real and clear. Thisthesis discusses the process of recording land ownership rights based on avillage head's
certificate and the legal force of the land certificate when compared to the deed issued by the PPAT. The
method used is empirical juridical method and the specifications used in this study are analytical
prescriptive. Based on the results of the research, it can be seen that the process of recording ownership of
land rightsin Kampung Melayu Village isfairly easy, namely by facing the parties to the village office
along with witnesses, then measuring the boundaries of the land by the head of the hamlet, then the village
head issues a Certificate of Transfer of Rights. The position of the sale and purchase letter under the hand, as
long as according to the Head of the Land Officeit is correct and can be accounted for, then it can be used
as abasis for conducting the first land registration and of course it must be equipped with other supporting
documents as mentioned in KBPN Regulation Number 1 of 2010.
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